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Pengembangan Sumber Daya Manusia
di
Jalan Gunung Bromo No. 1
Kelurahan Tanjung Marulak
Kecamatan Rambutan
Kota Tebing Tinggi

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat, disertakan Mahasiswa Program Studi (S2) Magister I[lmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Sumatera Utara:

Nama : Popy Nurhafni

Tempat/Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 03 November 1978
NPM 1 71210123061

Semester/TA. : 11T (2022/2023)

Bagian : Hukum-Tata Negara

Mahasiswa tersebut di atas ditugaskan menyusun Tesis dengan judul:
“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL*

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.
2. Adil Akhyar, S.H., L.LM., Ph.D.

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai
dengan materi Tesis tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb,

ADekan

/D, Marzuki, S.H., M.Hum.

Tembusan:
1. Sdri. Popy Nurhafni
2. Pertinggal

Bekerja Ikhlas dan Berintegritas.



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

b SUMBER DAYA MANUSIA
?s;;a;c' 3 JI. Gunung Bromo No. 1 Kota Tebing Tinggi
DUA TERBILANG Telp. 0621 - 32520 Website : www.bkpsdm.tebingtinggikota.go.id
Tebing Tinggi, 2F Januari 2022
Nomor : 800/ 470 /BKPSDM-TT Kepada Yth :
Sifat . Biasa
Lampiran : Dekan Fakultas Hukum
Perihal . Data untuk Penulisan Tesis Program Studi (S2) Magister Hukum
an. Popy Nurhafni Universitas Islam Sumatera Utara
di Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Program Studi (S2)
Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tanggal 19 Jumadil Akhir 1444
H / 12 Januari 2023 M, Nomor : 34 / L / B.10 /1 / 2023, Hal : Penelitian / Riset,
terlampir disampaikan data / keterangan yang diperlukan untuk menyusun tesis
dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 2 Program Studi Magister Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sesuai keperluan. Atas
kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

e rwr—

&5’
L UTAMA MUDA
LA.L""': 806261996021003



Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di
Pemerintah Kota Tebing Tinggi

1. SK Pemberhentian Dedy Surya Winata

WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 800/352 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang b - bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Dedy Surya
Winata telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap
kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember
2022;

b. bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

C: bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11
ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan
Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

MEMUTUSKAN:
Menjatuhkan Hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada:

Nama : Dedy Surya Winata

NIP : 198302262009011002

Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Unit Kerja : Kelurahan Satria Kecamatan Padang
Hilir Kota Tebing Tinggi

karena yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai
dengan 31 Desember 2022 telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam
Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETIGA :  Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15
(lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak
tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim
ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 ®@bnrari 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.

3. Inspektur Kota Tebing Tinggi.

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi.

Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.

7. Lurah Satria Kota Tebing Tinggi.

S o



2. SK Pemberhentian Hamdan Nasution.

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 800/ 5F3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Hamdan Nasution telah terbukti

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan
Desember 2021;

. bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11 ayat (2) huruf d

angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin

yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

. Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Utara;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas Tas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tebing Tinggi;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil kepada :
Nama . Hamdan Nasution
NIP : 19710327 198909 1 001
Pangkat / Gol. Ruang 2 Juru (Ic)
Jabatan : Penjaga Keamanan
Unit Kerja . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tebing Tinggi

karena yang bersangkutan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan
bulan Desember 2021 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja)
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

KEDUA Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-
hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Padatanggal : 11 April 2022

AR
f\%&z\\'ﬁsme TINGGI

IDI HASIBUAN

Diterima tanggal, ...................

Hamdan Nasution
NIP. 19710327 198909 1 001

T

K ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala Badan Kepegawman Negara.

Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.

Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.

Inspektur Kota Tebing Tlnggn

Kepala Badan Kepeg: dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi.
Kepala Badan P I Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

ENOUALON=T



3. SK Pemberhentian Dewiana Harahap S.Pd

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 800/ 121 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Dewiana Harahap, S.Pd telah

terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai
dengan bulan Oktober 2021;

. bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11 ayat (2) huruf d

angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin

yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daerah,

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

' Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas Tas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas

‘ Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tebing Tinggi;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Diterima tanggal, ...................

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : Dewiana Harahap, S.Pd

NIP : 19690102 200604 2 005

Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda Tk | (Ill/b)

Jabatan . Guru Pertama

Unit Kerja : SDN 167649 Kec. Bajenis
Kota Tebing Tinggi

karena yang bersangkutan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan
bulan Oktober 2021 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja)
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU. diberikan hak-
hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestirya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 13 Jamsar( 2022

Dewiana Harahap, S .Pd
NIP. 19690102 200604 2 005

T

K ini di i dengan hormat kepada :

CoNOOALN

Kepala Badan Kepegawaian Negara
Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan
Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi

Inspektur Kota Tebing Tinggi. )
Kepala Badan Kepeg dan Pengemb Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dacrah Kota Tebing Tinggi.

Kepala SDN 167649 Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi




Dokumentasi Wawancara Penelitian Tesis

di BKPSDM Kota Tebing Tinggi

Bersama dengan Kepala BKPSDM Pemerintah Tebing Tinggi

Bapak Syaiful Fahri, S.P., M.Si
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7 s =
2 ///’//’./%/{4]/5' o
Y

Bersama dengan Sekretaris BKPSDM Pemerintah Tebing Tinggi

Bapak Muhammad Ridwansyah, S.STP



Bersama dengan Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Pemerintah

Tebing Tinggi Ibu Hetty Emayanti, S.Kom

L .

Bersama dengan Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Pemerintah

Tebing Tinggi Bapak Syaiful Bahri, S.E., M.H



Daftar Pertanyaan Wawancara Tesis

. Bagaimana proses melakukan pemberhentian PNS di BKPSDM
Pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 20217
. Apa saja hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh BKPSDM Pemerintah
Kota Tebing Tinggi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
Pegawai Negeri Sipil?

. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan di BKPSDM
Pemerintah Kota Tebing Tinggi akibat pelanggaran disiplin PNS?

. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan pelanggaran
disiplin PNS?

. Apakah hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengan peraturan yang berlaku
berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 20217

. Apa saja hambatan BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 94
Tahun 20217

. Apa saja solusi yang dilakukan BKPSDM Tebing Tinggi jika terdapat
hambatan dalam menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil?

. Apa langkah-langkah yang dilakukan BKPSDM Pemerintah Kota Tebing
Tinggi untuk mencegah Pegawai Negeri Sipil agar tidak melakukan

pelanggaran disiplin?



